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Vonis Mati Sang (Mantan) Jenderal: Dari
"Ultra Petita” hingga KUHP Baru

Memperdebatkan vonis mati Ferdy Sambo sama seperti debat tanpa ujung tentang
pro-kontra pidana mati. Sesuai KUHP baru, pidana mati bisa diubah jadi seumur
nidup jika tak dilaksanakan dalam 10 tahun sejak grasi ditolak.
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llustrasi

Rangkaian persidangan bekas Inspektur Jenderal Ferdy Sambo di Pengadilan
Negeri Jakarta berujung vonis mati pada 13 Februari 2023. Sekalipun belum
inkracht atau berkekuatan hukum tetap, setidaknya sebagian keraguan dan
pertanyaan publik terjawab tentang arah penegakan hukum atas kasus
tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua
Hutabarat, berikut tindakan obstruction of justice (penghalangan proses
hukum) dalam bentuk pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik-nya.
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Vonis Ferdy Sambo seragam dengan terdakwa-terdakwa lainnya, dalam arti
sama-sama melebihi requisitoir penuntut umum (tuntutan). Vonis Ricky
Rizal 13 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, dan Putri Candrawathi

20 tahun penjara dari tuntutan yang sama, yakni 8 tahun penjara.

Vonis majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santoso tersebut
menunjukkan adanya pertimbangan khusus atas perbuatan dan perilaku
para terdakwa yang terbukti selama persidangan. Sesuai Pasal 197 KUHAP,
pertimbangan majelis hakim dalam putusan memang tidak hanya berkaitan
dengan alat bukti, fakta persidangan, dan pasal peraturan yang menjadi
dasar pemidanaan, tetapi juga mesti memuat tentang hal atau keadaan

memberatkan ataupun meringankan.

Baca juga: Ferdy Sambo Dibukum Mati, Hakim Sebut Tak Ada Hal

Meringankan

Patut dicermati, majelis hakim mempunyai pertimbangan keadaan
memberatkan yang sama di antara para terdakwa a guo, yvakni para terdakwa
¢ atau berbelit-belit

tidak mengakui kesalahannya, tidak berterus teran
dalam menvampaikan keterangan di persidangan. Vonis terhadap para

terdakwa, khususnya pidana mati Ferdy Sambo, tidak menghentikan laju

perbincangan publik.

Para pegiat media sosial, akademisi, hingga media-media arus utama

“berlomba-lomba” membahas dan menghadirkan berbagai perspektif

tentang vonis tersebut, mulai dari mengapa bisa penjatuhan vonis para

terdakwa melampaui tuntutan jaksa hingga pertanyaan ragu terkait

pelaksanaan vonis mati dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 atau

KUHP baru. Patut ditelisik bagaimana sudut pandang hukum pidana (dan
hukum acara pidana) terhadap dua pertanyaan terakhir. Sudut pandang ini
tentu didasarkan kepada asas atau konsep hukum tanpa ada tedensi

keberpihakan.
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“Ultra petita” dalam perkara pidana

hedex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur, adagium yang juga
sering disebut non ultra petita ind selalu dijadikan proposisi bagi pihak
penentang vonis yang melampaui tuntutan. Adagium ini kurang lebih berarti
hakim hanya mempertimbangkan atau memutus sesuai tuntutan yang
digjukan. Adagium ini jelas tidak bisa jadi proposisi secara letterlijk dalam
semua konteks pemeriksaaan perkara hukum. Ada garis pemisah yvang tegas
antara hakikat dan proses perkara pidana dan perdata.

Proses pemeriksaan perkara perdata diawali dengan dalil posita dan petitum
vang dituangkan dalam satu formulasi gugatan. Pada pugatan tersebut akan
tampak jelas apa-apa saja yang diminta oleh penggugat kepada tergugat
untuk dipertimbangkan dan diputus hakim, artinya permintaan dalam
gugatan inilah yang menjadi batasan bantahan oleh tergugat dan batasan
maksimal untuk dikabulkan hakim perdata. Hakikat ini kemudian nvata pada
norma Pasal 178 HIR atau Pasal 189 RBg (aturan hukum acara perdata), vang
melarang hakim perdata memutus hal-hal vang tidak digugat atan melebihi
vang digugat.

Berbeda halnva dengan perkara pidana vang pemeriksaannya dimulai
dengan pembacaan dakwaan. Surat ini merupakan penataan konstruksi
yuridis atas fakta hasil penyidikan. Sekalipun tidak ditentukan rigid dalam
KUHAP, penafsiran sistematik atas Pasal 182, Pasal 191, hingga Pasal 197
KUHAP menunjukkan bahwa pengadilan tidak mungkin memeriksa dan
menjatuhkan pidana di luar pasal dalam dakwaan, termasuk batasan bagi
penuntut umum dalam mengajukan tuntutan dan terdakwa dalam

mengajukan pembelaannya.

Tidak ada satu pun norma dalam KUHAP
yang melarang hakim memberikan vonis
melampaui tuntutan.

Dalkwaan ini mesti dibedakan dengan tuntutan atau requisitoir yang diajukan
penuntut umum pada tahap berikutnya setelah pembuktian selesai
dilakukan. Tuntutan berisi analisis penuntut umum atas hasil pembuktian di

persidangan, dan permintaan sanksi pidananya berdasarkan hasil analisisnya

tersebut.

ROMY ARPYAMTO MUGROHD
Seprang jurnalis merekam tampilan Layar siaran sidang di luar ruangan szet berlangsung sidang vonis terdekws Ferdy Sambo di
Pengadilzn Megeri Jekarta Selatan, lzkarta, Senin (13,/1,/2023). Ferdy Samba divonis pidanz hukuman mati 2tas pembunuhan
terhadap Brigadir Yosua Hutsbarat
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Oleh karena itu, tidak ada satu pun norma dalam KUHAP vang melarang
hakim memberikan vonis melampaui tuntutan karena memang, hakikatnya
vang menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana adalah dakwaan, bukan
tuntutan. Layaknya gugatan, tergugat hanya bisa dihukum sebatas
permintazn dalam gugatan, maka terdakwa juga hanya dapat dipidana
semata-mata |ika terbuktl melakukan delik dalam dakwaan, bukan delik dan
pidana yang menurut penuntut umum terbuke di tuntutan.

Jika kacamata vang digunakan adalah penafsiran letterlijk terhadap tiap kata
non-ultra petita, vonis kasus Ferdy Sambo dan kawan-kawan memang tidak
sesual dengan non ultra perita. Secara nvata memang vonls pidana mati dan
vonis penjara lainnya itu melebthi permintaan pada surat vang disebut
tuntutan. Akan tetapl, secara hakikat dan norma vonls tersebut tidak
menyimpang karena sejalan dengan dakwaan tentang tindak pidana
pembunuhan herencana sesuai Pasal 340 KUHP yvang, secara legalitas
mengatur strafinaat pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau
pldana selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun,

Vonis Terdakwa Pembunuhan Brigadir Yosua
PN Jakarta Selatan, 13 Februari 2023

Sebagai atak pembunuhan Yosua.
, Terbukti melaeukan parintangan penyidikan/
Penjaid obistruction of justics.
seumur | 4 | Perbuatan terdakwa menyebsbkan anggota
tidup 2 D Palri lain terlibat,
1l Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui
perbuatannya di persidangan.

Mamizuat cerita palsu mengenai kekerasan
seksual di Magelang yang memicu

kemarahan Ferdy Sambo gan mengarah pada
kematian Yosua.

Meangetahul rencana pembunuhan Yosua,
tetapi tidak berusaha menghalanginya.
Terdakwsa berbelit-belit dan tidak berterus
terang datam persidangan,

Tidak mengakui kesalahannya dan justru
memosisikan diri sebagal korban.

20 tahun &
pﬂ\iin

Sumber: Peenbersan Kampas.com. Korpas bd dan Sdeng pengsadisn: Dicleh Utbary KonossSONERN
INFUGRAFTR: DICRY

KUHP baru dan pidana mati

Dikursus bertkur tidak lepas darl dampak pengesahan UL Mo 1/2023 atau
KUHP baru terhadap vonis mati Ferdy Sambo. Pasal 10 KUHP baru
menentukan adanya pidana matl dengan masa percobaan, juga pasal 101
vang menentukan pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup jika
pidana mat tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak grasi ditolak bukan
karena terpldana melarikan dirl. Pasal-pasal inl menjadi dasar sebaglan
publik mempertanyakan atau hahkan tidak terima. Ada sikap-sikap batin
vang seolah keberatan dengan pelaksanaan hukuman mati menurut KUHP
baru.
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P DATIN 5¢
Sambo, pelaksanaan vonis mati pad

Sekalipun menurut Pasal 624, KUHP baru berlaku pada Januari 2026

1 Selatan darl

ngadilan Negeri Jak

perfalanan upava huk
banding, kasasi, peningauan kemball, hingga grasi jelas memungkinkan untuk

sampi pada waktu berlakunya XUHP baru tersebut

Baca juga: ema Hukuman Matl di Indones

pan KUHP Baru juga tidak bisa dilepaskan dari asas lex favoy

g menfadi norma, baitk di KUHP lama pada Pasal 1 Avat (2) dan

haru pada Pasal 3. Asas inl menjadi afirmasi bahwa pidana mati Ferdy
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